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ABSTRAK 
Muhammad Arnan Arfandi (B111 13 415), Tinjauan Yuridis Atas 
Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Putusan 
No. 472/Pid.B/2015/PN.Mks) dibawah bimbingan Muhadar selaku 
pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
Oleh hakim dalam putusan No.472/Pid.B/2015/PN.Mks., dan petimbangan 
hukum hakim dalam putusan No.472/Pid.B/2015/PN.Mks.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang mengambil lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara 
terhadap pihak-pihak terkait serta melakukan pengumpulan data berkenaan 
dengan objek penelitian. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis 
hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah 
menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana 
yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis 
hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) 
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan didasarkan atas kebenaran materiil yang diperoleh dari surat 
dakwaan, keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang 
terungkap dalam proses persidangan.  
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum 
materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang 
berlaku di Indonesia. Dalam putusan No.472/Pid.B./2015/PN.Mks, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat 
Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu 
berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, yaitu 
keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan 
terdakwa. berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai 
bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam 
melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk 
mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak 
adanya alasan penghapusan pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam 
diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang 
dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia 
dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, 
berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, 
manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu 
dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan 
efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia 
yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat 
membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun 
tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di 
tengah perkotaan.  
Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, 
berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan 
penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk 
memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat 
lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan 
perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut 
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selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam 
transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu 
yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman 
kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya 
kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara 
material.1 
Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam 
mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama 
pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan 
sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan 
jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus 
transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan 
(LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas 
dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan 
ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. 
Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib lalu 
lintas masih sangat rendah sehingga masih terdapat banyak 
                                                          
1 Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, dalam http://www.polri.go.id, diunduh 24 Oktober 2016 pukul 15:30 WITA. 
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pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara baik mobil maupun 
motor baik berupa pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm, 
menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak 
menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap 
sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak 
sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah 
menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap 
kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang 
berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran 
lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap 
menimbulkan kecelakaan lalu lintas.  
Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan 
korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal 
dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. 
Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat 
dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, 
sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut 
diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan 
dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang 
dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda 
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dan juga kamtibcarlantas.2 Dengan adanya suatu peraturan 
tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan 
aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa 
menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan 
raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-
hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan 
dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi 
orang lain. 
Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah:  
1. Manusia.  
2. Kendaraan bermotor.  
3. Kondisi lingkungan.  
Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya 
kecelakaan lalulintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena 
adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam 
mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut 
tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat 
atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa 
pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan 
pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan: 3   
                                                          
2 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, Fungsi Teknis 
Lalu Lintas, 
Semarang: Kompetensi Utama, hal. 6. 
3 Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika 
Aditama, hal. 112. 
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Kesalahan pengemudi sering dapat disimpulkan dengan 
mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak 
memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai 
kendaraan tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan 
tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang 
dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan terlalu cepat 
melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-
rambu dijalan yang bersangkutan.  
Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan 
faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak 
adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan 
kendaraannya. 
Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-
hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan 
dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi 
orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai 
kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 
310 yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 
denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya yang mngakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah). 
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(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana 
dengan pidana penjara palig lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah).4 
 
Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan 
atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka 
atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan 
sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan 
masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan 
raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan 
masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi 
pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang 
mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.  
Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, 
yaitu:  
                                                          
4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
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1. Pasal 359 KUHP:  
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan 
matinya orang lain diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu 
tahun.  
2. Pasal 360 KUHP:  
(1)  Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
kurungan paling lama satu tahun. 
(2)  Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa 
sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan 
bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan 
atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus 
rupiah. 
 
Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat 
disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu 
mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman 
pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.  
Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan 
merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, 
mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit 
diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang 
mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung 
jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan 
lebih berhati-hati. Berhati-hati pun tidaklah cukup untuk 
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menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan 
dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu 
lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. 
Seringkali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu 
lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada 
pengemudi yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum 
yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor 
kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari 
kronologis kejadian serta saksi yang melihat terjadinya 
kecelakaan.5 
Berdasar dari uraian tersebut diatas, sehingga menjadi alasan 
penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain 
(Analisis Putusan No.472/Pid.B/2015/PN.MKS di Pengadilan 
Negeri Makassar).” 
 
 
 
                                                          
5 Agio V. Sangki, 2012. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan 
Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Lex Crime Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012. Hal. 33-34.  
9 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil atas delik 
kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain pada putusan 
No.472/Pid.B/2015/PN.MKS? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
penjatuhan putusan atas delik kelalaian yang menyebabkan 
matinya orang lain pada putusan No.472/Pid.B/2015/PN.MKS? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 
Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan 
adalah antara lain sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain pada 
putusan No.472/Pid.B/2015/PN.MKS? 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang 
menyebabkan matinya orang lain pada putusan 
No.472/Pid.B/2015/PN.MKS? 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah 
a. Penulis mengaharapkan agar hasil penulisan ini dapat menjadi 
bahan pembahasan guna meningkatkan pemahaman setiap 
orang khususnya mahasiswa dalam hal hukum pidana 
terkhusus tentang delik kelalaian. 
b. Penulis juga mengahrapkan hasil penulisan ini dapat menjadi 
acuan atau referensi bagi penulis yang tertarik membahas hal 
yang berkaitan dengan segala hal yang ada dalam tulisan ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Yuridis 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan 
adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 
memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari, dan sebagainya).6 Menurut Kamus Hukum, kata 
yuridis berasal dari kata Yuridis  yang berarti menurut hukum atau 
dari segi hukum.7 Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti 
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu 
pandangan atau pendapat dari segi hukum, khususnya dalam 
lingkup hukum pidana, melihat bagaimana aturan dan penerapan 
hukum. Tinjauan yuridis disini berarti Hukum Pidana Materiil. 
Hukum pidana materiil yang berarti isi atau substansi hukum 
pidana itu sendiri. Di sini hukum pidana bermakna abstrak atau 
dalam keadaan diam. Nyatanya, bahwa hukum pidana (materiil) 
sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata: “Karena 
adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana”. 
Simons menunjukkan bahwa hukum pidana materiil mengandung 
petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan 
                                                          
6 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi 
Keempat), PT.   Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470.  
7 M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher. hal. 651. 
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tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang 
(strafbaarheid), penunjukan mentapkan siapa dan bagaimana 
orang itu dapat dipidana.8 
Definisi tentang hukum pidana (materiil) dirumuskan juga oleh 
Pompe, yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat, 
yaitu “keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan 
perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, 
dan dimana pidana itu seharusnya terdapat”.9 
Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang 
terkemuka, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum 
pidana materiil dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud 
oleh Enschede-Heijder dengan hukum pidana sistematik, sebagai 
berikut: 10 
“Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan: 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak 
boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai 
ancaman atau sanksi (Sic) yang berupa pidana tertentu 
bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
diancamkan. 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaanpidana 
itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 
telah melanggar larangan tersebut. 
                                                          
8 Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 3. 
9 Ibid., hal. 4. 
10 Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 1. 
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Jadi, Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 
1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia 
merumuskan hukum pidana materil dengan memisahkan 
perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan 
pertanggungjawaban pidana pada butir 2. 
Menurut Van Hattum, Hukum pidana materiil yaitu semua 
ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-
tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan 
hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang 
tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.11 
Dengan kata lain, hukum pidana materiil (hukum pidana 
substantif) adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan:  
1. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana; 
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain 
mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; 
3. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang 
yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana. 
 
 
 
 
                                                          
11 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hal. 10.  
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Pidana  
Membahas mengenai pidana tentunya tidak terlepas dari 
Hukum Pidana itu sendiri oleh karena tanpa hukum niscaya pidana 
akan diberlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa pada 
saat memerintah, oleh karena antara hukum pidana maupun 
pidana berbeda artinya sehingga diperlukan penegasan dalam 
membedakannya. Adapun Hukum Pidana adalah keseluruhan 
peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang 
merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan 
terhadap yang melakukannya.12 Sedangkan Sudarsono 
mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum 
yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan 
pidana yang merupakan suatu penderitaan.13  
 
Hukum pidana menurut Moeljatno antara lain bahwa hukum 
pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 
untuk: 14   
                                                          
12 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 
92. 
13 Sudarsono, 1994, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata Usaha Negara, 
Rineka Cipta, Jakarta, hal. 102. 
14 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1. 
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1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi 
siapa yang melanggarnya;  
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang 
melanggar larangan dapat dikenakan pidana;  
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.  
 
Sedangkan Pompe memberikan definisi bahwa hukum pidana 
merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya 
adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. 
Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan 
khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga 
mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan 
penerapan pidana.15 
Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma 
hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan 
sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-
norma lain tersebut. norma lain itu misalnya norma agama, 
kesusilaan dan sebagainya.16 
Pidana itu sendiri menurut van Hamel, arti dari pidana atau straf 
menurut hukum positif yang berkembang saat ini adalah:  
Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den 
staat genhandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond 
van die overtrading, van wege den staat als handhaver der 
openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling 
belaste gezag uit te spreken.  
(Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk 
                                                          
15 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 22. 
16 Riduan Syahrani, Loc. Cit. 
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menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai 
penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi 
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang 
tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang 
harus ditegakkan oleh negara). 
  
 Menurut Simons, pidana atau straaf itu adalah Het leed, door 
de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden, 
data an den schuldige bij rechterlijk vonis wordt opgelegd. Artinya 
suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan 
suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang 
bersalah.17 
Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa 
pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau 
suatu alat belaka, ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan 
dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.  
Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana materiil. 
Demikian merupakan pengertian pidana formil dan pidana materiil 
menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya:  
J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai 
berikut: 18   
“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
                                                          
17  PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika. (selanjutnya disebut PAF Lamintang dan Theo Lamintang I), hal. 34 
18 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hal. 9 
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perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana 
acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib 
yang harus diperhatikan pada kesempatan itu‟  
   
Wirjono Prodjokoro menjelaskan hukum pidana materiil dan 
hukum pidana formil sebagai berikut: 19   
Isi hukum pidana adalah:  
1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan 
yang diancam dengan hukum pidana;  
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar 
perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya 
dapat dihukum pidana;   
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada 
umumnya dapat dihukum pidana, dan;   
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat 
dijatuhkan.    
 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian 
pengaturan yang memuat cara bagaimana badan-badan 
pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan 
mengadakan hukum pidana. 
Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum 
pidana formil sebagai berikut: 20   
“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan 
orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas 
pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan 
                                                          
19 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2. 
20 Ibid. 
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aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum 
pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 
orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara 
bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga 
diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan 
keputusan hakim”. 
 
Adapun pengertian pemidanaan itu sendiri menurut penjelasan 
oleh Sudarto yakni perkataan pemidanaan itu adalah sinonim 
dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah 
beliau antara lain bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar 
hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas 
memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan 
hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang 
hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini 
berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan 
artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali 
sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. Penghukuman disini mempunyai makna sama 
dengan sentence atau vervoordeling.21 
 
2. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, 
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 
terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. 
                                                          
21  Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal. 71. 
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Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal 
dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum 
pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”22 
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut 
strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan 
sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan 
boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan. 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan 
pidana atau tindakan pidana.23 
Beberapa pengertian strafbaarfeit menurut beberapa pakar 
antara lain:  
Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe, sebagai: 24  
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
                                                          
22 Sudarsono, 2007. Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 92. 
23 Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan 
Pukap Indonesia, hal. 20. 
24242424  P.A.F., Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, 
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 182. 
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terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum.” 
 
Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden 
Marpaung strafbaarfeit sebagai berikut:  
“strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 
oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”25 
 
Sementara Jonkers merumuskan bahwa: 
“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya 
sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan 
atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.”26 
 
Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) itu sebagai 
berikut:27 
“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipididana dan 
dilakukan dengan kesalahan.” 
S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:28 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, 
tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan 
dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).”29 
 
                                                          
25 Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar 
Grafika, hal. 8 
26  Amir Ilyas, Op.Cit., hal. 20. 
27 Andi Hamzah, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 
96. 
28 Amir Ilyas, Op.Cit., hal. 22. 
29 Ibid, hal. 25 
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Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana 
yang diartikan sebagai berikut:  
“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut.”30 
 
Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat 
ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut: 31  
a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana; 
b) Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-
delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, 
badan, orang mati;  
c) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga menggunakan delik;  
d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik 
yang diwujudkan oleh koorporasi orang tidak kenal 
menurut hukum pidana ekonomi indonesia;  
e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa 
Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana 
melainkan pembuatnya). 
 
Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana 
(strafbaarfeit) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai 
berikut: 32  
a) Suatu perbuatan manusia;  
b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang;  
                                                          
30 Ibid. 
31 Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 231-232 
32 Teguh Prasetyo, 2011. Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, hal. 48 
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c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
  Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni 
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam 
buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan 
daripada kejahatan.  
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian 
strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang 
digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan 
pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing 
pakar. 
 
3. Rumusan Tindak Pidana 
Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu 
sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang 
merumuskan bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam 
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan 
dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan 
Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: 33 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum, 
b. Bertentangan dengan hukum, 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
                                                          
33 Andi Hamzah, Op.Cit., 88. 
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d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
 
Van Hamel merumuskan dlik (strafbaar feit) itu sebagai berikut:34 
 Eene wettelijke omschelijke gedraging, onrechtmatig 
strafwaardig en aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang 
dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang 
patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan). 
Lebih singkat daripada itu ialah rumusan Vos, yang mengatakan:  
“Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-
undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang ada 
pada umuumnya dilarang dan diancam dengan pidana.” 
Dalam rumusan Vos ini tidak dirinci dengan “melawan hukum”, 
“dilakukan oleh orang yang bersalah” dan “dapat 
dipertanggungjawabkan”.35 
Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik 
(strafbaar feit) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan 
dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. 
A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai 
aliran monitis tentang delik. Yang lain, yaitu yang memisahkan 
antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan 
pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang 
di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan diancam pidana (actus reus) di satu pihak dan 
pertanggungjawaban (mens rea) di lain pihak. A.Z. Abidin memberi 
                                                          
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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contoh rumusan demikian seperti dibuat oleh Clark Marshall yang 
memberi batasan delik (crime): 36 
“A crime is any act or omission prohibited by law for the 
protection of the public, and made punishable by the state in a 
judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as 
distinguished from a mere private wrong or civil injury to an 
individually.” 
Jelas di sini hanya diutarakan bagian actus reus itu, tidak 
dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana (mens rea). Di 
Indonesia, sarjana yang memisahkan perbuatan pidana/criminal 
(actus reus) dan pertanggungjawaban pidana (mens rea) ialah 
Moeljatno dan diikuti oleh Roeslan Saleh dan juga A.Z. Abidin. 
Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang 
diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan 
atau pengabaian itu. 
A.Z. Abidin digolongkan sebagai yang memisahkan kedua 
unsur itu, karena mengatakan bahwa pandangan monistis yang 
dianut oleh mayoritas sarjana hukum dapat mengahasilkan 
ketidakadilan dengan mengemukakan kasus hipotesis: 
Perempuan A berselisih dengan perempuan C. untuk 
melampiaskan dendamnya, maka A membuat sehingga 
seorang lelaki bernama B melakukan pemerkosaan terhadap C. 
lelaki yang dipilih oleh A tidak mampu bertanggung jawab 
sesuai dengan pasal 44 KUHP (sakit jiwa). Berarti bahwa ada 
satu unsur atau dua delik yang tidak terbukti ialah kemampuan 
bertanggung jawab dan/atau kesengajaan (dolus). Menurut 
pemeriksaan dokter psikiater (saksi ahli) dan beberapa saksi 
                                                          
36 A.Z. Abidin, 1987, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung: Alumni, hal. 248-249. 
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ahli B memang sakit jiwa. Kalua hakim mau konsekuen pada 
pandangan monistis, sudah tentu ia membebaskan atau 
melepaskan dari segala tuntutan baik B, yang menjadi pembuat 
materiil alias pelaku (pleger), in casus manus ministra, berarti 
terbukti adanya delik, karena satu atau dua unsur delik tidak 
terbukti. Konsekuensinya ialah bahwa manus domina, pembuat 
intelektual, penganjur atau pemancing (uitlokker) perempuan A 
juga tidak dapat dijatuhi sanksi, karena tidak ada delik, 
berhubungan dengan itu, penulis lebih menyetujui pandangan 
dualistis terhadap delik, yang berarti dalam kasus hipotetis itu, 
terbukti sudah terwujud delik, perbuatan criminal, karena unsur 
kemampuan bertanggung jawab dan sengaja bukanlah unsur 
delik, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang oleh 
pandangan monistis disebut unsur objektif). 
Berdasarkan uraian itu, ia membuat bagan tentang syarat 
pemidanaan yang dibagi dua: 37 
1. Actus reus (delictum) – perbuatan kriminal sebagai syarat 
pemidanaan obyektif; 
2. Mens rea – pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat 
pemidanaan subyektif. 
A ditambah B = C (syarat pemidanaan). 
Jadi, bertemulah pendapat golongan yang menyatakan actus 
reus dan mens rea dalam rumusan delik dan golongan yang 
memisahkan antara keduanya, yaitu kedua golongan yang 
memisahkan antara keduanya, yaitu kedua golongan memandang 
seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan 
yang obyektif dan subyektif (actus reus dan mens rea).  
Menurut pendapat penulis, pemisahan tersebut hanya penting 
diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat 
dakwaan, karena surat dakwaan, cukup berisi bagian inti 
                                                          
37 Ibid., hal. 259-260. 
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(bestanddelen) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi actus reus 
saja. Tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita sakt jiwa). 
Hazewinkel – Suringa menulis bahwa sesuai berfungsinya 
sistem undang-undang pidana Belanda, lebih baik dikatakan suatu 
kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabaian) yang 
memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan 
diancam dengan pidana. Lalu karena itu kita mengabstrakkan 
memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat 
dipertanggungjawabkan. 38 
Jadi, meskipun ia memisahkan antara actus reus pada kalimat 
pertama dan mens rea pada kalimat kedua, ia tidak memisahkan 
secara tajam antara keduanya. Yang pertama bersifat konkret dan 
yang kedua bersifat umum. Ia menunjuk putusan Hoge Raad 1946, 
N.J 1946 No. 548, mengenai “melawan hukum” sebagai dapatnya 
dipidana (strafbaar feit) suatu perbuatan. 
Sudarto mengemukakan, bahwa tidak perlu dipertentangkan 
antara kedua macam perumusan delik (strafbaarheit) tersebut, 
karena keduanya sama saja. 
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
                                                          
38 Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 91 
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Unsur Unsur tindak pidana yang disepakati oleh para sarjana 
pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 
yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu 
saja dikatakan tindak pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa 
saja unsur atau ciri dari tindak pidana itu sendiri. 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka 
seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana 
apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-
undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana 
menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan 
secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai 
sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat 
fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai 
modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya 
dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang 
tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam 
ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana. 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, sebagai berikut: 
1. harus ada perbuatan manusia;  
2. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan 
perumusan pasal dari undang-undang yang 
bersangkutan;  
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3. perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan 
pemaaf);  
4. dapat dipertanggungjawabkan.39 
Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa. 
1. Kelakuan dan akibat.  
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.  
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.  
4. Unsur melawan hukum yang objektif.  
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.40 
 
 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan 
bahwa: 41 
Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar 
diri manusia, yaitu berupa: 
1. Suatu tindakan;  
2. Suatu akibat dan;  
3. Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan yang dapat berupa: 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid);  
2. Kesalahan (schuld). 
 
Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam 
dua macam) yaitu: 
1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar 
pelaku (dader) yang dapat berupa: 
                                                          
39 P.A.F. Lamintang, 1997, Op.cit, hal. 184. 
40 Moeljatno, 2002, Op.cit., hal. 29. 
41 Leden Marpaung, 2005, Op.cit., hal. 10. 
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a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam 
arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang 
berupa “perbuatan” yaitu perbuatanperbuatan 
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. 
Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut 
antara lain perbuatan-perbuatan yang 
dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. 
Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur 
obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus 
merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam 
oleh undang-undang adalah perbuatan 
mengambil. 
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak 
pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang 
berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang 
dilarang dan diancam oleh undangundang dan 
sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak 
pidana antara lain akibatakibat sebagaimana 
dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 
KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP 
misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” 
yang dilarang dan diancam undang-undang 
adalah akibat berupa matinya orang. 
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c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang. 
Contoh unsur obyektif yang berupa suatu 
“keadaan” yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah keadaan sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP 
misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” 
adalah tempat umum. 
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri 
pelaku (dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya 
seseorang terhadap perbuatan yang telah 
dilakukannya (kemampuan bertaggung jawab). 
b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan 
masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung 
jawab apabila dalam diri orang ituu memenuhi tiga 
syarat, yaitu: 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat mengerti akan nilai 
perbuatannya dank arena juga mengerti akan 
nilai dari akibat perbuatannya itu. 
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2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat menentukan kehendaknya 
terhdapa perbuatan yang ia lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang 
dilarang dan perbuatan mana yang tidak 
dilarang oleh undang-undang.42 
Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan 
bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa 
setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi 
dari pendiri ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung 
jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali 
apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.43 
Simons, membagi unsur tindak pidana sebagai berikut: 
1. Unsur objektif, terdiri atas:  
a. Perbuatan orang;  
b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;  
c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan 
tersebut.  
2. Unsur subjektif, terdiri atas:  
a. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab;  
b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.44 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan 
                                                          
42 Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Malang; Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 4 
43 Ibid. hal. 5 
44 Sudarto, 1990. Hukum Pidana I. Semarang; Yayasan Sudarto. hal. 41 
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(misdrijven) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-
nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, 
meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh 
karenanya disebut dengan rechtedelicten. Sementara pelanggaran 
menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan 
sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana 
karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut 
dengan wetsdelicten. 
 
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana terdiri dari berbagi jenis yang antara yang satu 
dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. 
Membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:  
1. Kejahatan dan Pelanggaran  
Kejahatan atau rechtdelicten adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah 
perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-
undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah 
tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. 
Pelanggaran atau westdelicten ialah perbuatan yang 
oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, 
setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-
undang sebagai tindak pidana.   
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2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan 
undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya 
tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan 
timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata 
pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak 
pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan 
akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 
akibat yang dilarang itulah yang harus 
mempertanggungjawabkan dan dipidana.    
 
3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian  
Tindak pidana sengaja atau doleus delicten adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannnya dilakukan 
dengan kesengajaan atau mengandung unsur 
kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau colpuse 
delicten adalah tindak pidana yang mengandung unsur 
kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat 
melakukan perbuatan tersebut.   
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4. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif   
Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah 
tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, 
yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya 
gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak 
pidana pasif (delicta omisionis) ada suatu kondisi 
tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban 
hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak 
melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah 
melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut 
sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban 
hukum.   
 
5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang 
Berlangsung Terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau 
waktu singkat saja disebut dengan aflopende delicten. 
Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, 
apabila korban telah meninggal maka tindak pidana 
tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada 
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
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sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, 
yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya 
masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak 
pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, 
disebut sebagai voortdurende delicten.   
 
6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 
Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak 
pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. 
Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak 
pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak 
pidana perbankan.   
 
7. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan 
Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang 
Tertentu.  
Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan 
yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya 
mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat 
berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat 
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umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang 
disebut dengan delicta comunia tersebut. Dalam 
peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan 
yang hanya berlaku bagi masayarakat dengan kualitas 
tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan 
atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan 
dengan hubungan pelaku dengan hal yang 
dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang 
pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.   
 
8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan  
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak 
disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. 
Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di 
masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana 
yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peritiwa 
tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang 
berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang 
yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa 
tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi 
kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak 
yang berhak tersebut.   
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9. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat 
dan yang diperingan 
Tindak pidana dalam bentuk pokok atau eenvoudige 
delicten, dirumuskan secara lengkap, artinya semua 
unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu 
tindak pidana pada perundang-undangan. Tindak pidana 
pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak 
mengulang kembali unsurunsur bentuk pokok tersebut, 
melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk 
pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat 
memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusannya yang biasanya berimbas pada ancaman 
pidana yang akan dikenakan.   
 
10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum 
yang Dilindungi 
Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-
pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang 
didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai 
dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak 
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pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus 
berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. 
Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah 
penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan 
tindak pidana di luar kodifikasi.   
 
11.  Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai  
Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa 
belanda disebut dengan enkelvoudige delicten adalah 
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, 
sehingga untuk dipandang selesai dan dapat 
dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. 
Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan 
dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan 
tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya 
pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang 
untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, 
kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau 
kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah 
mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan 
tersebut menjadi berulang.45 
                                                          
45 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. RajaGrafind Persada, hal. 
123 - 136. 
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C. Kesalahan 
Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya 
Undang-Undang serta peraturan yang berlaku, sehingga setiap 
orang yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak 
dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan 
adanya suatu peraturan perundang-undangan dengan ancaman 
hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. 
Kesalahan (schuld) unsur mengenai keadaan atau gambaran 
batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh 
karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat 
subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum 
yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subyektif, 
bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap 
rumusan tindak pidana tersebut. 
Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah 
unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta 
sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan 
adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin 
pembuatnya inilah, pertanggungan jawab dapat dibebankan pada 
orang itu.46 Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana. 
                                                          
46 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta, PT. Eresco, hal. 55 
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Istilah kesalahan (schuld) adalah pengertian hukum yang tidak 
sama dengan pengertian harfiah: fout. Kesalahan dalam hukum 
pidana berhubungan dengan pertanggungan jawab, atau 
mengandung beban pertanggungan jawab pidana, yang terdiri dari 
kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa).47 
Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup 
untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu 
dapat di persalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatanya. 
Jadi untuk memidana seseorang, harus memiliki dua unsur, yaitu:  
1. Pembuat harus melawan hukum,  
2. Harus ada kesalahan  
 
Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu:  
a. Sengaja (dolus)  
b. Kelalaian (culpa)  
Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan 
atas beberapa macam, antara lain: 
1. Kesengajaan (dolus) 
Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai 
kesengajaan. Dalam Memorie van toelichting (MvT) Belanda ada 
sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, 
yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan 
hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, 
dengan dikehendaki (willens) dan (wetens). Setidak-tidaknya 
                                                          
47 Adami Chazawi, Op. Cit. hal. 90-91. 
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kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak, 
dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui). 
Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk 
kesengajaan, yaitu: 
a) Kesengajaan sebagai niat (opzet als oogmerk) 
Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya 
dengan menghendaki (willens) untuk mewujudkan suatu 
perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak 
berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) 
dana tau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan 
itu (tindak pidana materiil). Itulah bentuk yang paling 
sederhana dari pengertian kesengajaan sebagai maksud. 
Misalnya untuk maksud membunuh, maka dengan sebilah 
pisau ditikamnya korban sampai mati. Di sini perbuatan 
menikam itu dikehendaki, demikian juga kematian akibat 
tikaman itu juga ia kehendaki. Maka apabila kesengajaan 
semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang 
menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman 
pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa 
dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat 
dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai 
akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum 
pidana (constitutief gevolg). 
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b) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij 
zekerheidsbewutzijn) 
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu 
pasti akan mengikuti perbuatan itu. Menurut teori kehendak, 
apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang 
turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih 
dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang 
tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan 
sengaja dengan kepastian terjadi (opzet bij 
noodzakelijkheids atau zekerheidsbewustzijn). Menurut 
teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau 
hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat 
yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat 
dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan 
kepastian terjadi (opzet bij noodzakelijkheids atau 
zekerheidsbewustzijn).48 
 
c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis, opzet 
bij mogelijkheidsbewustzijn) 
                                                          
48 Andi Hamzah, Op. cit., hal. 119 
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Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan 
untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada 
akbat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan 
dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk 
mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap 
mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu. Menurut 
Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa) menagatakan 
bahwa:49 
Tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin 
ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat 
dikatakaan, bahwa kesengajaan secara keinsafan 
kepastian praktis sama atau hampir sama dengan 
kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah 
terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan 
tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang 
lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap 
seolah-olah sama. 
 
2. Kelalaian (culpa) 
a. Pengertian kelalaian 
Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. 
Hanya Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) mengatakan, 
bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. 
Bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan disbanding 
dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan 
bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga 
                                                          
49 Amir Ilyas, Op.cit., hal 82. 
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diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak di antara 
sengaja dan kebetulan kata Hzewinkel-Suringa dikenal pula di 
negara-negara Anglo-Saxon yang disebut per infortuninum the 
killing occurred accidently. Dalam Memori Jawaban Pemerintah 
(MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan 
dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya 
sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan 
berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus 
mempergunakan.50 
Arti dari Kelalaian atau Kealpaan (culpa) dari ilmu 
pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifatnya adalah ciri 
dari culpa, yaitu:  
1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, 
karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, 
seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-
baiknya), tetapi dia melalukan suatu tindakan (aktif atau 
pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.  
2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi 
merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti 
akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan 
tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi 
tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia 
kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.51 
Istilah dari doktrin tentang culpa ini di sebut “Schuld” yang 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “Kesalahan”. 
Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan 
dari opzet. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki 
                                                          
50 Ibid., hal. 125 
51 P.A.F. Lamintang, Op.cit., hal. 342 
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sedang culpa adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk 
“Kesalahan” yang lebih ringan dari sengaja. 
Menurut E.Y. Kanter, mendefinisikan culpa sebagai 
berikut:  
“Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah 
salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih 
rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila 
mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu 
dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu 
tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat 
memperkenalkan sebelumnya.”52 
Arti kata Culpa: 
Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu 
pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu 
macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak 
sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati 
sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. 53 
 Dalam risalah penjelasan Undang-undang (memorie van 
toelichting), bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja dengan 
kebetulan. 
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak 
pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu 
akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan 
kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang 
manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga 
                                                          
52 E.Y. Kanter, 1982. Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana 
Yang Penting, Jakarta: PT Tiara Ltd. hal. 92 
53 Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. 
hal. 42 
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dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang 
hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. 
Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang 
menabrak orang sehingga meninggal dan banyak orang yang 
mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur. 
Culpose delicate, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa 
atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat 
seperti hukuman terhadap Dolus delicten, yaitu tindak pidana 
yang berunsur kesengajaan.  
Contoh dari suatu Culpose delict, adalah yang termuat 
dalam Pasal 188 KUHP, yaitu menyebabkan kebakaran, 
peledakan, atau banjir dengan kurang hati-hati. Dapat 
dikatakan unsur kesengajaan dapat pula berupa culpa. 54 
Timbul pertanyaan sampai di mana adanya kurang 
berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal 
kesengajaan tidak menimimbulkan pertanyaan ini karena 
kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas 
dari seseorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-
hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Adanya orang yang 
dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati ada 
                                                          
54 Moeljatno, 1987, Op.cit., hal. 70 
47 
 
yang kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-
ugalan. 
Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan 
dengan “kesalahan” terdiri atas:  
1) Kesengajaan, dan  
2) Culpa  
Kedua hal tersebut membedakan, “kesengajaan” adalah 
dikehendaki, sedangkan “culpa” adalah bentuk kesalahan 
yang lebih ringan dari “kesengajaan” itulah sebabnya, sanksi 
atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana 
yang dilakukan dengan “culpa” lebih ringan.   
Menurut Simons, menerangkan bahwa: 55  
Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat 
menduga suatu perbuatan namun walaupun suatu 
perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih 
mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu telah 
mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul 
suatu akibat yang dilarang Undang-undang.  
Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku 
adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat 
diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya sebagai culpa. 
                                                          
55 Leden Marpaung, Op.cit., hal. 25 
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Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya 
dapat diduga lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si 
pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang 
menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam 
dengan hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui 
bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. 
Jonkers berpendapat bahwa culpa dalam hukum pidana 
diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang 
mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum. 56 
Menurut Langemeyer yang menyatakan:     
Culpa adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. 
Dia mengadukan dalam satu pihak kekeliruan dalam 
perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan 
batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan itu sendiri.57   
Masruchir Ruba’I menyatakan: 58  
Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa 
kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi 
kebetulan.  
Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki 
melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki 
terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada 
niatan jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap 
                                                          
56 Rusli Effendy, 1986, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan 
Universitas Muslim Indonesia, hal. 65 
57 Moeljatno, 2002, Op.cit., hal. 200 
58 Masruchir Ruba’I, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Malang: UM PRESS, hal. 58 
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ditetapkan sebagai sikap batin petindak yang memungkinkan 
pemidanaan. 
b. Bentuk-bentuk culpa 
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas:  
1. Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah 
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, 
tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja 
timbul akibat tersebut.  
2. Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak 
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat 
yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya 
memperhitungkan akan suatu akibat. 
Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan 
antara culpa yang disadari dengan dolus eventualis yang hampir 
memiliki persamaan. 
Sehingga berdasarkan atas perbedan antara kedua hal 
diatas adalah culpa dengan kesadaran ini ada jika yang 
melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya 
itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena 
ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak 
akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.   
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Selain dari bentuk culpa tersebut, ada juga pakar yang 
membedakan culpa sebagai berikut:  
1) Culpa yang dilakukan dengan mencolok, yang disebut 
dengan culpa lata.  
2) Culpa yang dilakukan secara ringan, yang disebut 
dengan culpa levis. 
 
Yang dapat memenuhi syarat untuk mana yang menjadi suatu 
delik hanya culpa lata ini sendiri dapat dibagi atas culpa yang 
diinsyafi (bewuste schuld) dan culpa yang tidak diinsyafi 
(undebewuste schuld). 
Menurut Rusli Effendy, Pada culpa yang diinsyafi pelaku benar-
benar telah memikirkan akibat perbuatannya, jadi dapat 
membayangkan akan adanya tetapi dalam perwujudan akibat ia 
tidak percaya sedangkan seharusnya dia mesti dan memahami 
bahwa dia tidak boleh memikirkan demikian.59 
Menurut Van Dijk, Tentang culpa yang diinsyafi dalam hal si 
pelaku sama sekali tidak memikirkan atau menyatakan akan timbul 
akibat, jadi benar-benar salah perhitungan, jadi suatu cara 
memikirkannya yang seharusnya dicela.60 
Selain itu dalam doktrin dikenal juga bentuk culpa lainnya yang 
disebut culpa levissima, berupa kelalaian ringan atau kecil, yang 
                                                          
59 Rusli Effendy, Op.cit., hal. 85 
60 Ibid., hal. 86 
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tidak membentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi bias 
membentuk pertanggungjawaban dalam lapangan hukum perdata 
melalui Pasal 1365 KUHPerdata.61 
 
D. Ketentuan Pidana Delik Kealpaan yang Menyebabkan 
Matinya Orang Lain 
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian 
Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang 
menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam KUHPidana 
Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi 
sebagai berikut:  
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”  
Terdapat pula dalam UU LLAJ Pasal 310, yang berbunyi:  
1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 
(satu juta rupiah).  
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
                                                          
61 Adami Chazawi, Op.cit., hal. 103 
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3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah). 
2. Unsur Delik karena Kelalaian yang Menyebabkan Matinya 
Orang Lain   
Yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi:  
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.” 
 
Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut di 
atas yaitu:  
a. Barangsiapa  
Yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah untuk menentukan 
siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan 
delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung 
jawabkan perbuatannya.  
Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki 
kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada 
keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam 
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melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan 
sebagai keadaan sadar.  
 
 
 
b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)  
Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah 
merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh 
terdakwa (orang yang berbuat).  
Van Hamel berpendapat bahwa kealpaan (culpa) mengandung 
dua syarat, yaitu:62  
a. Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana 
diharuskan oleh hukum.  
b. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana 
diharuskan oleh hukum.  
 
Simon berpendapat sama dengan Van Hamel yang 
berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya 
penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan 
timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan 
dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda 
yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut 
masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan 
larangan yang berlaku dalam masyarakat.63 
 
Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali 
tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan 
seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya. 
                                                          
62 Moeljatno, 1982, Azaz-azaz Hukum Pidana, Yogyakarta: UGM-Press, hal. 201 
63 Ibid. 
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c. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain  
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya 
menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat 
hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang 
ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam 
delik ini adalah akibat.   
Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa: 64  
Kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan 
unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan 
dalam Pasal 338 KUHPidana. Perbedaannya dengan 
pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam 
bentuk kurang hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan dalam 
pembunuhan adalah kesengajaan. 
 
E. Putusan  
1. Pengertian Putusan 
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah 
“putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan 
perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” diharapkan para 
pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat 
memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat memersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, 
melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, 
dan sebagainya. 
                                                          
64 Adami Chazawi, Op.cit., hal. 125 
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Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung 
adalah: 65 
“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang 
dapat berbentuk tertulis maupun lisan.” 
 Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” 
adalah:  
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini.” 
Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau 
dari visi teoretik dan praktik adalah: 66 
“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 
umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau 
pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk 
tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.” 
 
2. Jenis-jenis Putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya 
putusan Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua 
bagian yaitu:  
a. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir  
                                                          
65 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, 
PT. Alumni, Bandung, hal. 202. 
66 Ibid., hal. 203. 
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Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada 
ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal 
setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau 
penasehat hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi 
terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada 
hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:  
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan 
kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.  
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum 
batal demi hukum. Karena tidak memenhi ketentuan Pasal 
143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi 
hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.  
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkanmateri hukum perkara tersebut 
telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan 
sebagainya. 
b. Putusan Akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind 
vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan 
57 
 
ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa 
sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara 
teoritik putusan akhir ini dapat berupa: 
 
 
1. Putusan Bebas (Vrijspraak) 
Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 
Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, 
sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan 
“Acquittal”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena 
terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan 
di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal 
atas Pasal 191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah 
dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian 
hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridis dapat 
disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah 
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memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan 
bahwa: 
1) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum 
pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif 
(negatieve wettelijke bewijs theorie) sebagaimana dianut 
dalam KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam 
persidangan tidak cukup membuktikan tentang kesalahan 
terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan 
tersebut.  
2) Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum 
pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah 
terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan 
terdakwa. 
 
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van 
alle Rechtsvervolging) 
Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit 
tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag 
van alle Rechtsvervolging). Pada pasal tersebut di atas, putusan 
pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan 
redaksional bahwa: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
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merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum.” 
Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) 
KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan 
pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau 
Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena 
perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan “perbuatan 
pidana". 
3. Putusan Pemidanaan (Veroordeling) 
Putusan pemidanaan atau “Veroordeling” pada dasarnya diatur 
dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana.” 
Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah 
yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di 
persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana 
dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 
KUHAP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, 
terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan 
Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak 
pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima 
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Tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang 
diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP dan terdapat 
cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu 
penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap 
berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat 
cukup alasan untuk itu (Pasal 193 Ayat 2 KUHAP). 
 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  
1. Pertimbangan Yuridis 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati 
arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai 
dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat 
menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar 
atau diktum putusan hakim.”67 
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat 
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam 
praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan 
                                                          
67 Lilik Mulyadi, 2007, Op.cit., hal. 193. 
61 
 
yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik 
fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti.  
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 68  
“Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 
nonyuridisdapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama 
terdakwa.” 
 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari 
lokasi kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan 
modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. 
Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung 
dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umumyang sebelumnya 
telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana 
yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah 
itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa 
                                                          
68 Ibid., hal. 194. 
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telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan 
terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan 
yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai 
aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus 
yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.  
Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan 
pertimbangan hakim, antara lain:69 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan 
substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau 
penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
 
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja 
yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama 
persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah 
terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program 
pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain 
sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa 
belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama 
                                                          
69 Ibid., hal. 196. 
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persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih 
muda, dan lain sebagainya. 
 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini 
tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
rumusannya: 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 
 
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, 
maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang 
salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan 
hukum di negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan 
masalah ini adalah: 
“Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat.” 
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Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat 
sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat 
untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan 
demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum 
terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata 
peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang 
penuh dengan muatan normatif dan diikuti dengan sejumlah asas-
asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif dengan 
penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), 
pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat 
berat dan nyaris tidak terwujudkan. 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis 
oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara 
adalah: 
Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat.  
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a. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan 
terdakwa.  
b. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban.  
c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan.  
d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan 
hidup. 
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh 
besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena 
itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan 
semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima 
oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem 
pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha 
untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan 
oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. 
Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal-
hal sebagai berikut: 
1. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang 
berat atau ringan).  
2. Ancaman hukuman tehadap tindak pidana itu.  
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3. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana 
tersebut (yang memberatkan atau meringankan).  
4. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang 
penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang 
penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang 
yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia 
tinggi.  
5. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.  
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia 
menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras 
menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan 
kesalahannya).  
7. Kepentingan umum. 
 
3. Pertimbangan Subjektif 
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
Undang-Undang.Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana 
ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus 
memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa 
pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. 
Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang 
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dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang 
merupakan peristiwa. 
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang 
dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan 
sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi 
ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya 
benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelau 
wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan 
dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya 
dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat 
dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu 
mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak 
dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan 
tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang 
mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat. 
3. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan 
sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan 
hukum. 
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4. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya 
nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum. 
5. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan 
ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan 
dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat 
sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut  
6. dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya 
yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu 
ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu 
perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak 
perlu melaksanakan hukuman tertentu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data 
dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi 
pilihan Penulis sebab Kota Makassar merupakan wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengadili tindak pidana 
kelalaian yang menyebabkan kematian dengan Nomor: 
472/Pid.B/2015/PN.MKS. Selain itu, proses penelitian juga 
berlangsung di Universitas Hasanuddin terkait dengan referensi-
referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan di 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
Fakultas Hukum UIniversitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum dokumentasi yang didukung dengan penelitian lapangan. 
Penelitian hukum dokumentasi adalah penelitian yang mengkaji 
dokumen-dokumen yang berlaku meliputi Undang-Undang yang 
mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan 
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hukum sumbernya.70 Penelitian hukum ini juga memerlukan data 
yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta 
sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan 
yang diteliti. 
Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian 
lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun 
penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan 
secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 
di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian hukum ini dilakukan 
dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi 
yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan 
permasalahan yang ada. 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder:71 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara 
langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang 
menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan 
narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan 
kompetensi dengan permasalahan yang ada. 
                                                          
70 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 14. 
71 Ibid., hal. 12-13. 
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2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan 
dapat membantu menganalisa serta memahami data 
primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian 
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 
perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan 
berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan 
penelitian kepustakaan. 
 
Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun 
melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder 
tersebut terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, 
yaitu Undang-Undang.  
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 
menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku 
(literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam 
bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para 
ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, 
ensiklopedia, dan lain sebagainya. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library 
research), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan 
perundang-undangan, yurispudensi, dan karya ilmiah yang 
ada hubungannya dengan objek penelitian. 
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
research), yaitu pihak- pihak yang dianggap memiliki 
kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan 
dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Melalui Proses Wawancara 
Penulis melakukan proses wawancara terhadap 
narasumber secara langsung sebagai sumber informasi 
agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, 
perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang 
berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. 
Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara 
dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan 
narasumber terkait dengan permasalahan yang telah 
dirumuskan. 
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2. Studi Pustaka 
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk 
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan 
cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait 
dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
 
D. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah 
dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian 
adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan 
data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan 
menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga 
diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan 
perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer 
dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah 
metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 
bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa 
yang bersifat khusus. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Sanksi Oleh Majelis Hakim Atas Delik Kelalaian 
Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Dalam Perkara 
No.472/Pid.B/2015/PN.MKS 
1. Posisi Kasus 
 Pada awalnya Terdakwa ARNOLD PAENDE Bin SARO 
TANDI pada sekira hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 
22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan 
Januari Tahun 2015 bertempat di Jl. Urip Sumoharjo depan Taman 
Makam Pahlawan Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu 
tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, yang karena kelalaiannya 
menyebabkan HAMID Bin SAINI alias Pak Tua meninggal dunia. 
Awal mula kejadian tersebut pada waktu ketika ARNOLD PAENDE 
Bin SARO TANDI mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No. 
Polisi DD 2009 JW dari rumah kost temannya di Daya hendak 
pulang kerumahnya di Jl. AP Pettarani melalui Jl. Perintis 
Kemerdekaan dengan kecepatan sekira 50 Km/perjam dengan 
perseneling gigi 4 (empat). Dan ketika di Jl. Urip Sumoharjo 
tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan ada sepeda motor dari 
arah belakang Terdakwa memotong jalan, tidak lama kemudian 
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pengendara sepeda motor tersebut bergerak zig-zag seolah-olah 
ada yang dihindari tetapi Terdakwa tidak melihat adanya seorang 
pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke 
utara. Nanti setelah Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki 
yaitu HAMID Bin SAINI barulah Terdakwa menyadarinya. Setelah 
menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa jatuh ke kiri dan terseret 
kedepan sekira 1-2 Meter. Setelah terjatuh ke trotoar di pinggir 
jalan dekat pintu Taman Makam Pahlawan, Terdakwa melihat 
korban masih tergeletak di atas badan jalan sehingga Terdakwa 
menghampirinya dan melihat ada darah di leher korban, Terdakwa 
lalu membawa korban ke RS IBNU SINA dengan menggunakan 
mobil taksi yang sedang lewat. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dilakukan oleh 
Terdakwa ARNOLD PAENDE Bin SARO TANDI yang dibacakan 
pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
 Pada awalnya Terdakwa ARNOLD PAENDE Bin SARO 
TANDI pada sekira hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 
22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan 
Januari Tahun 2015 bertempat di Jl. Urip Sumoharjo depan Taman 
Makam Pahlawan Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu 
tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, yang karena kelalaiannya 
menyebabkan HAMID Bin SAINI alias Pak Tua meninggal dunia. 
76 
 
Awal mula kejadian tersebut pada waktu ketika ARNOLD PAENDE 
Bin SARO TANDI mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No. 
Polisi DD 2009 JW dari rumah kost temannya di Daya hendak 
pulang kerumahnya di Jl. AP Pettarani melalui Jl. Perintis 
Kemerdekaan dengan kecepatan sekira 50 Km/perjam dengan 
perseneling gigi 4 (empat). Dan ketika di Jl. Urip Sumoharjo 
tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan ada sepeda motor dari 
arah belakang Terdakwa memotong jalan, tidak lama kemudian 
pengendara sepeda motor tersebut bergerak zig-zag seolah-olah 
ada yang dihindari tetapi Terdakwa tidak melihat adanya seorang 
pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke 
utara. Nanti setelah Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki 
yaitu HAMID Bin SAINI barulah Terdakwa menyadarinya. Setelah 
menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa jatuh ke kiri dan terseret 
kedepan sekira 1-2 Meter. Setelah terjatuh ke trotoar di pinggir 
jalan dekat pintu Taman Makam Pahlawan, Terdakwa melihat 
korban masih tergeletak di atas badan jalan sehingga Terdakwa 
menghampirinya dan melihat ada darah di leher korban, Terdakwa 
lalu membawa korban ke RS IBNU SINA dengan menggunakan 
mobil taksi yang sedang lewat. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut 
umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta 
barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu: 
a. Keterangan Saksi-saksi 
1. Jo Jeri Mahenra Wayong 
Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya 
menyarankan: 
 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira 
jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Urip Sumoharjo depan 
Taman Makam Pahlawan telah terjadi kecelakaan lalu 
lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban HAMID 
Bin SAINI yang dilakukan oleh Terdakwa ARNOLD 
PAENDE Bin SARO TANDI; 
 Bahwa sebelum kejadian jarak saksi JO dari tempat 
kejadian sekira 30 (tiga puluh) meter dan waktu itu saksi 
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JO sementara bantu-bantu penjual penjual martabak dan 
melihat ke jalan ada sepeda motor terjatuh/ terseret ke 
depan agak jauh. Saksi JO tidak langsung kesana karena 
sedang melayani pembeli. Setelah itu saksi JO bar uke 
tempat kejadian dan mendorong sepeda motor terdakwa 
ke pinggir jalan namun korban dan pengemudi sepeda 
motor bergegas pergi ke rumah sakit menggunakan mobil 
taksi. Pada saat di tempat kejadian banyak kap/ onderdil 
sepeda motor tersebut yang berhamburan dan terdapat 
kikisan sekitar 20 (dua puluh) meter. Motor yang terlibat 
tabrakan jenis Honda (Kharisma atau Supra) warna hitam-
biru. Nanti keesokan harinya baru saksi tahu bahwa 
korban adalah PAK TUA yang ditabrak sepeda motor yang 
saksi lihat tadi malam terjatuh. 
2. H. Nuhung Batasa 
Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya 
menyarankan: 
 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira 
jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Urip Sumoharjo depan 
Taman Makam Pahlawan telah terjadi kecelakaan lalu 
lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban HAMID 
Bin SAINI yang dilakukan oleh Terdakwa ARNOLD 
PAENDE Bin SARO TANDI; 
 Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak 
melihat langsung kejadiannya, saksi mengetahui bahwa 
korban HAMID Bin SAINI alias PAK TUA meninggal dunia 
akibat kecelakaan lalu lintas setelah anak remaja Masjid 
Nurul Ittihar memperlihatkan fotonya Alm. PAK TUA 
melalui HP BBM pada keesokan hari setelah kejadian, 
sehingga saksi minta tolong pada Sekretaris Masjid Nurul 
Ittihar mengecek korban di RS Ibnu Sina Makassar, 
setelah Pak MUNTASIR kembali dari RS Ibnu Sina dan 
mengatakan bahwa korban sudah dikirim ke RS 
Bhayangkara Makassar. Sehingga saksi berlima bersama 
pengurus masjid menuju ke RS Bhayangkara Kota 
Makassar. Setelah tiba di kamar jenazah saksi melihat 
luka yang diderita korban pada kaki kanan patah, kedua 
tangan lecet, kepala bagian belakang tergores dan sudah 
meninggal dunia; 
 Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban pada kaki 
kanan patah, kedua tangan lecet, kepala bagian belakan 
tergores. Korban dikuburkan pada hari Jumat tanggal 30 
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Januari 2015 sekira jam 14.00 Wita di pekuburan umum 
Sudiang Kota Makassar. 
3. Muh. Iwan Merut Samakombong 
Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya 
menyarankan: 
 Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira 
jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Urip Sumoharjo depan 
Taman Makam Pahlawan telah terjadi kecelekaan lalu 
lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban HAMIB 
Bin SAINI yang dilakukan oleh Terdakwa ARNOLD 
PAENDE Bin SARO TANDI; 
 Bahwa sebelum kejadian, jarak saksi dengan tempat 
kejadian sekira 35 (tiga puluh lima) meter dan pada saat 
itu saksi berada di tangga. Pada saat saksi mendengar 
suara benturan, saksi melihat ke jalan ada sepeda motor 
yang terjatuh/ terseret agak jauh. Setelah sepeda motor 
berhenti terseret, saksi melihat pengemudinya seorang 
pemuda menggunakan kaos berjalan ke trotoar depan 
Taman Makam Pahlawan dan duduk di trotoar. Saksi 
melihat sudah banyak orang berkerumun sehingga saksi 
tidak ke tempat kejadian dan tetap melanjutkan 
pekerjaannya. Nanti keesokan harinya baru saksi tahu 
bahwa PAK TUA yang ditabrak tadi malam oleh sepeda 
motor yang saksi lihat tadi malam. 
 
b. Alat Bukti Surat 
Alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa: 
 Visum Et Repertum No. 035/VER/RSIS/YW-UMI/II/2015 
tertanggal 30 Januari 2015 atas nama HAMID Bin SAINI 
dari RS Ibnu Sina Kota Makassar. 
 Surat Keterangan Kematian No. 474.3/25/KRP/I/2015 dari 
RS Ibnu Sina Kota Makassar. 
 
c. Petunjuk 
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang 
dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 
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keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu 
dengan yang lainya maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa petunjuk hanya 
diperoleh dari:  
- Keterangan saksi-saksi  
- Surat  
- Keterangan Terdakwa  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian 
di dapat suatu petunjuk bahwa terdakwa ARNOLD PAENDE Bin 
SARO TANDI telah menabrak korban pada saat korban sedang 
menyebrang jalan sehingga korban yakni HAMID Bin SAINI pada 
saat itu atau tidak lama kemudian meninggal dunia akibat 
benturan keras sebagaimana Visum Et Repertum yang terlampir 
dalam berkas perkara. 
 
d. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa ARNOLD PAENDE Bin SARO TANDI dalam 
persidangan pada pokoknya menerangkan menerangkan: 
 Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis 
tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 22.30 Wita bertempat 
di Jl. Urip Sumoharjo depan Taman Makam Pahlawan 
Makassar dan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda 
motor Honda Supra Fit No. Polisi DD 2009 JW yang 
Terdakwa kemudikan menabrak seorang laki-laki yang 
sudah tua sedang menyebrang jalan; 
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 Bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan sepeda 
motor dengan kecepatan sekira 50 Km/ jam dengan 
perseneling gigi 4 (empat) sedangkan pejalan kaki yang 
sedang menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara 
pada jalan yang sama; 
 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat pejalan kaki 
karena ada sepeda motor di depan Terdakwa dan 
mengahalangi penglihatan Terdakwa. Terdakwa melihat 
sepeda motor di depannya menghindari pejalan kaki dan 
Terdakwa tidak bias menghindar karena jarak terlalu 
dekat sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki 
tersebut; 
 Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah kost temannya di 
Daya sekira jam 21.30 Wita Terdakwa meninggalkan 
rumah kost temanya menuju pulang ke rumah di Jl. AP 
Pettarani Makassar melalui Jl. Perintis Kemerdekaan. 
Dan ketika di Jl. Urip Sumoharjo ada sepeda motor dari 
arah belakang meomotong jalan dan tidak lama kemudian 
bergerak zig-zag seoalh-olah menghindari sesuatu tetapi 
Terdakwa tidak melihat ada yang dihindari, nanti setelah 
Terdakwa menabrak pejalan kaki, Terdakwa jatuh ke kiri 
dan terseret ke depan sekira 1-2 meter. Setelah terjatuh 
ke trotoar di pinggir jalan dekat pintu masuk Taman 
Makam Pahlawan, Terdakwa melihat korban masih 
tergeletak di atas badan jalan sehingga Terdakwa 
menghampirinya dan membawa ke RS Ibnu Sina 
Makassar menggunakan mobil taksi yang sedang lewat; 
 Bahwa Terdakwa melihat ada darah di leher korban 
namun Terdakwa mendengar korban sudah meninggal 
dunia dan hingga saat ini Terdakwa berikan bantuan 
pengobatan/ penguburan terhadap korban. 
 
e. Barang Bukti 
Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan: 
1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100 SL No. Polisi 
DD 2009 JW; 
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda NF No. Polisi 
DD 2009 JW; 
3. 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARNOLD PAENDE  
Kesimpulan:  
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Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah 
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi 
rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat 
(4) UU RI No. 22 tahun 2009. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 
dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya berkenaan 
menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa ARNOLD PAENDE Bin SARO 
TANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 
matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLD 
PAENDE Bin SARO TANDI dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan; 
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3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; 
4. Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100 SL 
No. Polisi DD 2009 JW; 
 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100 SL No. 
Polisi DD 2009 JW; 
 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARNOLD 
PAENDE  
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama 
ARNOLD PAENDE. 
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
 
4. Pertimbangan Majelis Hakim 
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, terdakwa 
yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji 
terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah 
didakwakan tersebut:  
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut:  
1. Setiap Orang;  
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
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Ad.1. Unsur “Setiap Orang”: 
Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah 
siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan 
pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang 
tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu. 
Menimbang bahwa terdakwa ARNOLD PAENDE BIN SARO 
TANDI yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan 
fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan 
keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang 
diajukan dalam perkara ini adalah ARNOLD PAENDE BIN SARO 
TANDI sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya.   
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Ad. 2. “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena 
Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang 
Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” : 
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari 
keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta 
hukum sebagai berikut: 
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Pada awalnya Terdakwa ARNOLD PAENDE Bin SARO 
TANDI pada sekira hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira 
jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
Bulan Januari Tahun 2015 bertempat di Jl. Urip Sumoharjo 
depan Taman Makam Pahlawan Kota Makassar atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang karena 
kelalaiannya menyebabkan HAMID Bin SAINI alias Pak Tua 
meninggal dunia. Awal mula kejadian tersebut pada waktu 
ketika ARNOLD PAENDE Bin SARO TANDI mengendarai 
sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi DD 2009 JW dari 
rumah kost temannya di Daya hendak pulang kerumahnya di Jl. 
AP Pettarani melalui Jl. Perintis Kemerdekaan dengan 
kecepatan sekira 50 Km/perjam dengan perseneling gigi 4 
(empat). Dan ketika di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan 
Taman Makam Pahlawan ada sepeda motor dari arah belakang 
Terdakwa memotong jalan, tidak lama kemudian pengendara 
sepeda motor tersebut bergerak zig-zag seolah-olah ada yang 
dihindari tetapi Terdakwa tidak melihat adanya seorang pejalan 
kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara. 
Nanti setelah Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu 
HAMID Bin SAINI barulah Terdakwa menyadarinya. Setelah 
menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa jatuh ke kiri dan 
terseret kedepan sekira 1-2 Meter. Setelah terjatuh ke trotoar di 
pinggir jalan dekat pintu Taman Makam Pahlawan, Terdakwa 
melihat korban masih tergeletak di atas badan jalan sehingga 
Terdakwa menghampirinya dan melihat ada darah di leher 
korban, Terdakwa lalu membawa korban ke RS IBNU SINA 
dengan menggunakan mobil taksi yang sedang lewat.  
Akibat dari kecelakaan tersebut korban kemudian 
meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 
035/VER/RSIS/YW-UMI/II/2015 tertanggal 30 Januari 2015 
atas nama HAMID Bin SAINI, umur 60 Tahun, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Dr. Sukardi, Dokter pada RS Ibnu Sina 
Kota Makassar dengan Kelainan-kelainan/ luka-luka yang 
terdapat pada pemeriksaaan sebagai berikut: 
 Kesadaran menurun (GCS 8 (E2M4V2)); 
 Tampak luka robek di dagu ukuran 1 Cm x 3 Cm, 
pendarahan aktif; 
 Tampak memar pada dada ukuran 2 Cm x 2 Cm; 
 Tampak luka pada kaki kanan, tampak tanda patah 
tulang kaki kanan; 
 Tampak memar pada daerah perut ukuran 2 Cm x 2 Cm. 
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Kesimpulan/ Diagnosa: 
 Kesadaran menurun; 
 Luka robek dan memar akibat kekerasan benda tumpul; 
 Keterangan: Pasien Meninggal. 
Bahwa korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia 
sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/25/KRP/I/2015. 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam D Pasal 
310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah 
terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian 
Berlalu Lintas”;   
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau 
alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka 
terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya 
serta rasa keadilan; 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
halhal yang meringankan bagi terdakwa yaitu: 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
 Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain 
meninggal dunia; 
Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus 
terang perbuatannya; 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 
 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik 
hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat 
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yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada 
pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa 
penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang 
saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui 
secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan 
terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.  
Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:  
 Setiap orang;  
 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya;  
 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.  
Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan 
wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar Bapak Kristijan P. Djati (wawancara tanggal 6 Februari 
2017) yang pada saat itu sebagai Hakim Ketua yang memutus 
perkara tersebut menjelaskan bahwa: 
87 
 
Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena 
unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana 
diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. 
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
kelalaian lalu lintas dalam putusan No. 472/Pid.B/2015/PN.MKS 
adalah menurut Kristijan P. Djati (wawancara tanggal 6 Februari 
2017) yang menyatakan bahwa:  
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 7 (tujuh) bulan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi 
perbuatannya lagi, akan tetapi berdasarkan perilaku terdakwa yang 
kooperatif dalam persidangan yang membenarkan semua 
keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan 
mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak pernah terjerat kasus 
hukum sebelumnya serta status terdakwa sebagai mahasiswa, 
oleh karena pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutus 
perkara tersebut dengan pidana yang lebih ringan dari ketentuan 
dalam pasal yang dilanggar. 
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini 
berjalan, peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi 
pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan 
pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan 
dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga 
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.  
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan 
pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun 
pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun 
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pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
 
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan 
Putusan Atas Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya 
Orang Lain Pada Putusan No.472/Pid.B/2015/PN.MKS? 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim  
Perkara No. 472/Pid.B/2015/PN.MKS dalam hal ini terdakwa 
diajukan ke persidangan berdasarka surat dakwaan yang diajukan 
oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 
dimana tedakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan 
dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian 
disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
serta alat bukti dengan menganalisanya. 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang;  
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
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Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi 
atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
tersebut yaitu sebagai berikut: 
Ad.1. Unsur “Setiap Orang”: 
Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah 
siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan 
pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang 
tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu. 
Menimbang bahwa terdakwa ARNOLD PAENDE BIN SARO 
TANDI yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan 
fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan 
keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang 
diajukan dalam perkara ini adalah ARNOLD PAENDE BIN SARO 
TANDI sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya.   
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Ad. 2. “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena 
Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang 
Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”: 
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari 
keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta 
hukum sebagai berikut: 
Pada awalnya Terdakwa ARNOLD PAENDE Bin SARO 
TANDI pada sekira hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira 
jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
Bulan Januari Tahun 2015 bertempat di Jl. Urip Sumoharjo 
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depan Taman Makam Pahlawan Kota Makassar atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang karena 
kelalaiannya menyebabkan HAMID Bin SAINI alias Pak Tua 
meninggal dunia. Awal mula kejadian tersebut pada waktu 
ketika ARNOLD PAENDE Bin SARO TANDI mengendarai 
sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi DD 2009 JW dari 
rumah kost temannya di Daya hendak pulang kerumahnya di Jl. 
AP Pettarani melalui Jl. Perintis Kemerdekaan dengan 
kecepatan sekira 50 Km/perjam dengan perseneling gigi 4 
(empat). Dan ketika di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan 
Taman Makam Pahlawan ada sepeda motor dari arah belakang 
Terdakwa memotong jalan, tidak lama kemudian pengendara 
sepeda motor tersebut bergerak zig-zag seolah-olah ada yang 
dihindari tetapi Terdakwa tidak melihat adanya seorang pejalan 
kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara. 
Nanti setelah Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu 
HAMID Bin SAINI barulah Terdakwa menyadarinya. Setelah 
menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa jatuh ke kiri dan 
terseret kedepan sekira 1-2 Meter. Setelah terjatuh ke trotoar di 
pinggir jalan dekat pintu Taman Makam Pahlawan, Terdakwa 
melihat korban masih tergeletak di atas badan jalan sehingga 
Terdakwa menghampirinya dan melihat ada darah di leher 
korban, Terdakwa lalu membawa korban ke RS IBNU SINA 
dengan menggunakan mobil taksi yang sedang lewat.  
Akibat dari kecelakaan tersebut korban kemudian 
meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 
035/VER/RSIS/YW-UMI/II/2015 tertanggal 30 Januari 2015 
atas nama HAMID Bin SAINI, umur 60 Tahun, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Dr. Sukardi, Dokter pada RS Ibnu Sina 
Kota Makassar dengan Kelainan-kelainan/ luka-luka yang 
terdapat pada pemeriksaaan sebagai berikut: 
 Kesadaran menurun (GCS 8 (E2M4V2)); 
 Tampak luka robek di dagu ukuran 1 Cm x 3 Cm, 
pendarahan aktif; 
 Tampak memar pada dada ukuran 2 Cm x 2 Cm; 
 Tampak luka pada kaki kanan, tampak tanda patah 
tulang kaki kanan; 
 Tampak memar pada daerah perut ukuran 2 Cm x 2 Cm. 
Kesimpulan/ Diagnosa: 
 Kesadaran menurun; 
 Luka robek dan memar akibat kekerasan benda tumpul; 
 Keterangan: Pasien Meninggal. 
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Bahwa korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia 
sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/25/KRP/I/2015. 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam D Pasal 
310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah 
terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian 
Berlalu Lintas”;   
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau 
alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka 
terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya 
serta rasa keadilan; 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
halhal yang meringankan bagi terdakwa yaitu: 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
 Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain 
meninggal dunia; 
Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus 
terang perbuatannya; 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 
Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam 
rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu karena 
perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa 
dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim 
mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana 
atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam 
ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
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berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya 
dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.  
Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan 
yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian 
yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti 
maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan 
telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan 
dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 
keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. 
Maka hakim mensinergikan dengan alat bukti kejadian.  
Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan: 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
 
Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain maka Majelis Hakim juga harus 
mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan 
yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik 
alasan pemaaf dan alasan pembenar.  
Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus 
perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa 
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orang lain sesuai wawancara penulis teerhadap hakim yang 
memutus perkara tersebut, Kristijan P. Djati (wawancara tanggal 6 
Februari 2017) mengatakan bahwa dalam memutus perkara 
sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada saat 
kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau 
kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari 
tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa 
apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan taukah 
banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum, dan 
bagaimana perilaku terdakwa dalam persidangan. Terdakwa 
dalam persidangan bersikap sopan dan membenarkan semua 
keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan 
mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulanginya kembali, 
terlebih lagi keadaan terdakwa yang berstatus sebagai mahasiswa 
dan seseorang yang tidak pernah terjerat kasus hukum 
sebelumnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam 
memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan 
dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 
7 (tujuh) Bulan. 
Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka majelis 
hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga 
mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta 
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hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan 
yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan. 
Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah 
putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dalam 
amar putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara 
No.472/Pid.B/2015/PN.Mks.  
 
 
 
2. Amar Putusan 
M E N G A D I L I : 
1. Menyatakan Terdakwa ARNOLD PAENDE Bin SARO TANDI 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) 
UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan; 
95 
 
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 7 (tujuh) bulan; 
3. Menyatakan bahwa masa penagkapan dan penahanan yang 
telah dijalani Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan tersebut; 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100 SL No. Polisi 
DD 2009 JW; 
 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100 SL No. Polisi DD 
2009 JW; 
 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARNOLD PAENDE  
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar         
Rp.  2.000,- (dua ribu rupiah); 
3. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara 
terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam tulisan ini, 
melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, 
maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang 
dilakukan, Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. 
Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-
pertimbangan yuridis dan nonyuridis keadaan dan latar belakang 
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para terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana 
yang dilakukan oleh para terdakwa. 
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada 
dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut 
hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang 
didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.  
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian 
menurut undang-undang yang bersifat negatif. 
Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem 
pembuktian terbalik menurut Lamintang karena:72  
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena 
untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan 
tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;  
b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya 
alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum 
dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi 
seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya 
alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan 
hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak 
pidana tersebut.  
Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
                                                          
72 P.A.F., Lamintang, 2010, pembahasan KUHAP, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hal. 408-409. 
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disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi 
unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.  
Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang 
akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung 
jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab 
yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta 
tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang 
mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan 
atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung 
jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 
tiga syarat yaitu:73  
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung 
jawabkan dari si pembuat;  
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis 
si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:  
a. Disengaja;  
                                                          
73 Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 6. 
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b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.  
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si 
pembuat.  
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang 
baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat 
membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan 
kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan 
faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan 
keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. 
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang 
yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan 
kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat 
dipertanggung jawabkan.  
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: 
 “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat 
dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak 
dipidana”.  
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Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur 
perbuatan melawan hukum.  
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan 
keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang 
dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena 
kelalaian (culpa). 
Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan karena 
kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan 
dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang 
yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP 
yang menyatakan sebagai berikut:  
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau kurungan paling lama satu tahun.  
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang 
dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau 
alasan pemaaf.  
Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa 
dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan 
hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatanya tidak 
dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada 
adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu 
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tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi 
tidak dijatuhi pidana. 
Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan 
menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I 
KUHP, yaitu dasar Pembenar: Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, 
keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP. 
Dalam putusan No. 472/Pid.B./2015/PN.Mks. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu 
berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, 
dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan 
hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et 
repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam 
hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam 
melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan 
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.  
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Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan 
penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis 
Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu 
perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain 
meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. 
Dan hal-hal yang meringankan yaitu:  
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;  
- Terdakwa belum pernah dihukum;  
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa;  
- Keluarga terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban 
dan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka 
Penulis berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam Putusan No. 472/Pid.B/2015/Pn.Mks, Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Primair Pasal 
310 ayat (4) Subsidair Pasal (3) Undang-Undang RI No. 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana 
unsur-unsur dalam dakwaan primair telah dianggap terbukti 
oleh Majelis Hakim dan tidak perlu membuktikan dakwaan 
subsidair. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal 
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saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan 
hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan 
hukum pidana yang berlaku di Indonesia.  
2. Dalam Putusan No.472/Pid.B./2015/PN.Mks. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis 
sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua 
alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, 
alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, 
barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan 
terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang 
pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim 
berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai 
bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan 
yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang 
ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada 
pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan 
perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya 
alasan penghapusan pidana.  
 
B. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu 
perkara pidana harus cermat agar tujuan akhir dari adanya 
proses hukum yakni penegakan rasa kebenaran dan keadilan 
dapat dipenuhi hal ini juga karena putusan hakim merupakan 
mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan 
kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum serta 
moralitas hakim yang bersangkutan.  
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada 
dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. 
Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang 
timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul 
tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat 
atau tidak dapat dipidana.  
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